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BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

TENTANG 

PENETAPAN INOVASI DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 

Menimbang : a. bahwa inovasi daerah ditujukan untuk mendukung 

peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sasaran 
inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran 

serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah;  

  b. bahwa dalam rangka pengukuran dan penilaian Indeks 

Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative 
Government Award  (IGA) 2023, perlu menetapkan inovasi 
daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 1822); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia         
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6516); 

    

 

 

 

 

 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6516); 

  4. 

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  5. Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

 

 

 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem 
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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  8. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tetang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia            
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten 

Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       
Nomor 4889); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6123); 

  12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

  13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu 
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 112); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara 

Perubahan  Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah,  dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

  15. Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor     77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar    
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten  Kepulauan   Selayar   Tahun   2020         

Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan 
Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar     

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113); 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar     

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 

Nomor 103); 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar     
Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 120); 

  19. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51          

Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten 
Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 748); 

 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Menetapkan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Selayar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan ini. 

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan sumber 

lain yang sah dan tidak mengikat. 

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

   

    Ditetapkan di Benteng 

    pada tanggal 17 Juli 2023 

    BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 
 

          ^ 
 

 
              MUH. BASLI ALI 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



 

 

 

     
INOVASI DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

 

NO. NAMA INOVASI 
PERANGKAT DAERAH 

PELAKSANA 

1 Aplikasi Sistem Antrian Kendaraan Dinas Perhubungan 

2 Sistem Informasi Pelayanan Publik di Kecamatan 
Taka Bonerate (SOMASI) 

Kecamatan Takabonerate 

3 Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis 

Geografis Informatin System (SIJAGAI) 

Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Pendapatan Daerah 

4 Penataan Kelembagaan Pelaku Perikanan 
Tangkap Berdaya Saing (PEPEKANG BERDASI) 

Dinas Perikanan 

5 Saber Uang Dinas Kesehatan 

6 Gerakan Koperasi Pola Penerapan Sistem 
Pembelajaran Model Assamaturu (GERAI 

PELANSIN “Assamaturu”) 

Dinas Perdagangan, Koperasi, 
dan Usaha Kecil dan Menengah 

7 Selesaikan Pendidikan Hasilkan Pendapatan dan 
Tiba Saatnya Untuk Menikah (GERAKAN 

SEHATI) 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga 
Berencana 

8 Kampung Ekonomi Hijau Dinas Lingkungan Hidup 

9 Eco Pertashop Dinas Lingkungan Hidup 

10 Tangkasa Dinas Lingkungan Hidup 

11 Sistem 2T Penataan Aset Pariwisata Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan 

12 Selayar is Going Digital Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang 

13 Terkam KKPR Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang 

14 Pelayanan Administrasi Kependudukan Berkas 
Saja Kirim (PAK KASIM) 

Kecamatan Benteng 

 

 
                     BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 
 

             ^ 
 

 
         MUH. BASLI ALI 
 

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
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LAMPIRAN  

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

NOMOR 396/VII/TAHUN 2023 

TENTANG  

PENETAPAN INOVASI DAERAH PEMERINTAH 

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 


